
3. Undang-Undang ~

I\h ~

1. Undang-Undang Nomor 28 TahUJ1 1959 tentang
Pernbenrukan Daerah Tingkat II dan Kotn praja di
Sumatera Sclatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Ncgarn
Ropublik Indonesia Nomor If.21);

2. Undang-Undnng Nomor '2 rahun 1981 tentang Mctrologi
Legal (Lembaran Negara R'lpublik Indonesia Tnhun 1981
Nomor II, Tambahan Lernbaran Negarn Nomor 3193);

a. bahwa untuk mewadahi pcnyelcnggaraan urusan
pemcrintahnn daerah di brdang metrologi legal, perlu
dibentuk Unit Pclaksana Tekrtis metrologi legal;

b. bahwa mctrologi legal bertujuan unluk rnernberikan jaminan
dalam kebenaran pengukuran pada kegiatan-kegiatan yang
terkait dengan keadilan trar saksi, kesehatan masyaraimt,
perllndungnn hukum dan kes larnatan:

c. bahwa berdaaarkan Undang-brndang Nemer 23 Tahun 2014
tentang Pernerintahan Dl erah, pelaksanaan urusan
Metrologi Legal berupa tera tern ulang dan pengawasan
dilnksanakan olch Kabupaten/Kota;

d. bahwa bcrdasnrkan pertlrnbangan sebagaimana dimaksud
dalaro huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menctapkan
Pcraturan Wallkota Palembsng tentang Pernbcntukan Unit
Pelaksana Teknis Metrologi legal pada Dlnas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi K~lta.
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BAB I .

PElRATURAN WALIKOTA TENTANO PEMBENTUKAN UNIT
PELAI<SANA TEKNIS METROt;()GI LEOA(' PADA OlNAS
PERLNDUSTRIAN,PERDAGANGA~ DAN KOPERAS'I

Menetapkatl

MEMUTUSKAN

8, Peraturan Daerah Kota Palcmbang Nomor 9 Tahun 2008 ten lang
Pcmbentukan Satu8.11 Organisasi dan Tata Kerja Oinas Daerah
Kota Palernbang (Lembaran Dacral Kow. Palembang Tahun 2008
Nomor 9), sebagaimana telah dilJ.bah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Oaerah Kota Pa1~mbangNomor 12 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Perla.turan Oacrah Kota Palembang
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perqbentukan, Susunan Organisaai
dan Tata Kerja Oinas Daerah Kota Palembang (Lembnran Daerah
Tahl.1n2012 Nomor 12).

7. Peraturan Menteri Perdagangan NOlnor71/M-DAG/PERI 10/ 2014
tentang Pengawasan Alal-Alal \/k\,!r, Tokar, Timbang dan
Pcrlengkapannya, B8.1'8.I1gDalarn K~adaanTel'bungkus dan satuan
Ukur;

6. Pcraturan Menteri PerdaganganNolDor 70/M-DAG/PER/IO/2014
tentang Tera, Tera Ulsng Ala,t-Ala~Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya;

5. Peraturan Menteri Perdagangan NOjnor 50/M-DAO/P,ER/I0/2009
tentang Unit Kerja dan Unit PelaksanaTeknis Metrologi Legal;

4. Pcraruran Pemerintah Nornor 41 T(\hun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4741);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah [Lernbaran Negara Repu~lik Indonesia Tabun 2014
Nomor 244, Tambahan Lernbararu Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagalmana telah dlubah beberapa kali, tcrakhlr
dcngan Undang-Undang Nomor 9 l'~hWl 2015 tentang Perubahan
Kcdua Atas Undang-Undsng Nem~r 23 Tahun 20)4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambah8.1 Lernbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5679);



BAB U .

~. 4"

BABI
KETENTUAN UMUM,

Pasal I
Dalarn Peraruran Wallkota ini yang d,imaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikola Palernljang.
2. Dlnas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Palembang.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Palembang.

4. Unit Pelaksana Teknis Meti0l,0gi Legal yang selanjutnya
disebut UPT Metrologi Legal a_tlalah Unit Pelaksana Tekrris
Melrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Palernbang.

5. Metrologi Legal adalah metrologi yang menge!ola satuan-saruan
ukuran, metoda- metoda pen~uran dan alat-alat ukur, yang
menyangku.t persyaratan tekni!\ dan peraturan berdasarkan
Undang-Undang yang berru.hlan melindungi kepentingan
urnum dalam hal kebcnaran pengukuran.

6. Kepala UPI' adalah Kepala Uqll PeLaksana Teknis Metrologi
Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Palembang.

7. Alat-alat ukur, Takar, Timbat1g dan Perlengkapennya yang
selanjumya disebut UTIP adafab alar ukur, alat takar, a1at
timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-UndangNomor 2 Tahutl 1981 tentang Metrologi Legal.

8. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau
dipasangkan pada UTIP atau pada surat keLcrangan tertulis
yang menyalakan sah atau LiG(aknya.UTIP untuk digunakan
setelah UTTPcillakukan peng\.\ifan,

9. Menera adalah hal menandai dengan Landa tera sah atau
tanda tera batal yang berlak atau mernberikan keterangan
tertulis yang bertanda tern ~~ atau tanda tera bats I yang
bcrlaku, dilakukan oleh peguwai yang berhak melakukan
pengujian yang dijaJankan .atas alar-alar ukur, takar atau
timba.ng dan perlengk~paflnya yang belum dlpakai.

10. Tera Ulang adalah hal menandai dengan ianda-tanda tera sah
atau tanda tcra batal y~g berlaku atau mernbcrikan
kcterangan-kctcra.ngan Lcrt:uli~yang bertanda tera sah a.tau
tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang
berhak rnelakukanuya berdasarkan pengujian yang dijalankan
alas a1at--alat ukur, takar atatt timbang clan perlengkapannya
yang telah di tera.



Pasal 6 -;:;,.. ~

BABY
TUOAS POrcOK DAN FUII(OSI

Pasal 5

(1) Kepala UP,), mempunyai tu(v\as melaksanakan sebagian
tugas Dinas ·dibidang pelayaqan tera, tera ulang, UP?!,
ketaiausahaan serta pelayanae kemetrologian legal lainnya
sesuai clengan kewcnanga11r~a bcrdasarkan ketenruan
peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 5, UPT Metrologi. Legal mernpunyai Iungai:

a. penyusunan rencana dan program kcrja dl bidang rnetrologi
legaJ;

b. pelaksanaan ketatausahaan;
c. pengelolaan, perneliharaan ~an pelayanan tera dan tera

ulang;
d. pelaksanaan opcrasional rnetrologi legal;
e. pelaksanaantera dan tern ul{lng UTTP;
r. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan

pclaksanaan tugasjdan
g. pelaksanaan tugas lain yanu diberikan oleh Kepa.1aDinas

sesuai dengan tugas dan l'un{\sinya.

BAB IV
8USUNAN ORGANlSASI

Pasal4

(J) Susunan Orgamsasi UP'I' Metrolo i Lega.1terdid dari:
a. kepala;
b. sub bagian Lata usaha;
c. kelompok jabatan Iungeional.

(2) Bagan struktur Organisasi UP r Metrologi Legal tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan Peraturan Walikota ini.

BAS 111
KEDUDUKAN

Pasal3
(ll UPT Metrologi Legal merupaknn unsur pelaksana teknis

operasional Dines Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
yang melaksanakan sebagian rugas dan fungsi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Kopcrasi dl Bidang MeLrologi
Legal;

(2) UP'!'Metrologi Legal dlpimpin 01 h scorang Kepala yang dalarn
melaksanakan tugas berada di hawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan W,alikola ini dibenruk UPT Melrologi Legal pada
Dinas.



BAB V ..

a. menyusun rencana kerja ukuran massa dan tirnbangan, ukuran
arus, panjang dan volume;

b. melaksanakan tugas tera den tera ulang ukuran massa dan
timbangan scrta ukuran arus, paniang dan volume;

c. rnelaksanakan rugas pemeriksaan (Ian pengujian ukuran massa
dan timbangan serta ukuran arus, panjang dan volume;

d. mclaksanakan, mengelola dan nsengendalikan tera dan tera
uJang ukuran massa dan timbangan serta ukuran ants, panjang
dan volume;

e. melaksanakan pernbinaan dan PI~Llgawasa.nterhadap alar-alec
ukur, takar, timbang dan perleqgkapannya sesuai kctentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dcngan instansi lain
yang terkait dengan tera dan tera utang;

g. melaksanakan tera dan tera ulang di wilayah Kota Palcmbang,
sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

h. melaksanakan evaluasl dan pelaporan pelaksanaan tugas:
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuei

de.ngan tugas dan Iungsinya.

(2) Kclompok jabatan fungsionaJ terdiri dar! sejumlah jenjang jabatan
fungsional yang terbagi da.lam kelomnok sesuai dengan keahLian dan
kebutuhan.

(1) Kclompok Jabatan Fungsional selragalmana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf C, mempunyai tugas sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungmonal

Pasal8

Sub Bagian Tata Usaha mernpunya tugas:

a. menyusun I'CnC8.1l8clan kegiatan UPTMctrologi Legal;
b. rneleksanakan urusan kcpegaw~an. keuangan, rumah tangga,

perlengkapan dan pcralatan scrdt kcbcrsihan kantor:
c. mclaksanakan pcmblnaan kclcmbagaan, ketatalaksanaan dan

peraturan di bidang kemetrologian:
d. melaksanakan koordinasi penyu unan anggaran dan laporsn;
e. pelaksanaan tllgas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai

dengan uigas dan fungsinya.

Kepala UPT mempunyai tugas mernintpin, mengkoordinasikan dan
rncngendallkan scluruh kegiatan UP'llMctrologi Legal

Pasal 7

Pasal6



BAB VIl .

(11Kepalaupr merupakan .Jabatan Struktural Eselon rv.a

(2) KepaJa Sub Bngian Tata Ussha merupakan jabatan struktural
Eselon [V.b

Pasal 12

(3)Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok
Jabatan Fungsional, maeing-masing bertanggung jawab
mernberikan bimbingan aiau pernbinaan kepada bawahannya serta
mclaporkan basil pelaksanaan tug~s mcnurut jcnjang jabatannya
masing-masing:

(4) .Jabatan Kopala UPT tidak boleh dlrfingkap dan apabila Kepala UPT
berhalangan dalam rnenjalankan tugas, Kepala UPT dapat
menunjuk Kepala Su.bBagianTata l!1sahauotuk mcwakillnya,

BAB V1
KEPEGA\VAIAlll

Pasal 11

(1)Kepala U'PT dan Kepala Sub B~ian Tam Usaha diangkat dan
dibcrhentikan oleh Walikota.

(2) Pengangkatan dan pernberhcntian pejabat fungslonal ditetapkan
sesuai peraturan perunclang-undanganyang berlaku,

(1)Kopala UP1' wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simpUfikasi, bi),ik dalam lingkungan UPT
Metrologi Legal maupun dengan instansi lain terkalt.

(2)Kepala Sub Bagian Tate Usaha dart kelompok jabatan fungsional
wajib melaksanakan prinsip koordtnasi, Integrasi, ainkronisasi dan
simplifikasi,sesuai dengan bidang ujgasnya mastng-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal9

(1) Kopala UPT wajlb memlmpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiat.anaparatur pelaksana pada uyr Metrologi Legal.

(2)Sub bagian tata usaha dipimpin ollih seorang kepala yang dalarn
melaksanakan tugasnya berada di 11awahdan bertanggung jawab
kepada Kepala UPT.

(3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertenggung jawab kepada KopalaUP'I'.

Pasal10



Diundangkan di Palembang
pada tanggal IS ().t!.t.t'Y1b-tr:!~H5

\
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.

V III~~'~AYAT
D~~-1~AERAlI KOTAPALTtMUt,NO'rAHUN 20 s NUMG? '6

H/\RNOJOYO

Ditetapkan di PRlcmbang
pads lar 18 O(S4mb«". 2015

WALIKO A PALEMRANG.

Agar setiap orang mcngetnhulnya. mernerintahkan pengundangan
Peraruran WalL~·Jt.....ni dcngan ptllt;II!~~t..:l .. lyH dalurn Oeril.l D.tl;Iuh Kota
Palernbang.

Peroturan Walikota ini rnulai berlaku padn 4\llggaJ diundangkan,

FlI\Fl '.'iI
PENUTUP

Paw 13
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